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Indah Sari (B111 12 377), Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan 
Kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah 
Menengah Kejuruan kepada Pemerintah Provinsi yang Dibimbing 
oleh A. Pangerang Moenta dan Muh. Hasrul.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disharmoni antara 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014), serta implikasi hukum 
pengalihan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota kepada 
pemerintah pemerintah provinsi (pemprov). 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah dan 
perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder yang dilengkapi bahan nonhukum yang 
dikumpulkan melalui studi literatur. Kemudian bahan hukum tersebut 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Disharmoni antara UU 
Pemda 2014 dengan UU Sisdiknas terletak pada perbedaan pemberian 
kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Dalam Pasal 50 ayat (5) 
UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan 
yang berbasis keunggulan lokal. Namun, dalam Lampiran UU Pemda 
2014, pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan 
pemerintah provinsi. 2) Implikasi dari pengalihan kewenangan pengeloaan 
SMA/SMK ialah beralihnya manajemen pendidikan menengah yang 
meliputi personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen 
kepada pemprov.  
 











Indah Sari (B111 12 377), Juridical Review of the Transfer of 
Authority of the Management of High School/Vocational High School 
to the Provincial Government, supervised by A. Pangerang Moenta 
and Muh. Hasrul. 
 This research was aimed to determine the disharmony between Law 
Number 20 Year 2003 on National Education System and Law Number 23 
Year 2014 on Local Government, and also the implications of  post 
transfer of the management of high school/vocational high school from the 
regency/city government to the provincial government 
 The method used in this research is a normative research with 
statute approach, historical approach and comparative approach. This 
research used primary legal sources and secondary legal sources 
incorporating non-legal resources collected with literature research. Then 
the legal sources are qualitatively analyzed and presented descriptively.  
The results showed: 1) The disharmony between Law Number 23 
Year 2014  and Law Number 20 Year 2003 on National Education System 
lies in the difference of secondary education authorization management. 
On Article 50, Verse (5) of Law on National Education System stated that 
the regency/city governments organize basic education and secondary 
education, and a unit of education which gives prominence to the local-
content based education. However, in Appendix of Law Number 23 Year 
2014 on Local Government mentioned that secondary education 
organized by the provincial government. 2) The implications of the transfer 
of high school/vocational high school management authority is the shift in 
secondary education management consist of personnel, funding, facilities 
and infrastructure, and the documents to the provincial government.  
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A. Latar Belakang  
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 
mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Nelson Mandela, salah satu 
Revolusioner Afrika Selatan,  pernah  mengungkapkan bahwa “education 
is the most powerful weapon which you can use to change the world”. 
(pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk 
mengubah dunia).  
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap warga 
negara. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha mendorong pemenuhan 
dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pasal 28C Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 
1945) menyebutkan bahwa: 
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. 
Pasal 10 UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 
mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam Pasal  11 ayat (1) 
dan (2) disebutkan bahwa:  
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1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan  
 dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
 yang  bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya  
 dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara 
 yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.  
Merujuk ke pasal tersebut, sudah jelas bahwa pemerintah dan 
pemerintah daerah sudah seharusnya bekerja sama dalam memberikan 
pemenuhan hak setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan. 
Untuk memenuhi pendidikan setiap warga negara, pemerintah 
berusaha melakukan tata kelola yang dianggap ideal.  Sebelumnya, 
semua sekolah mulai dari Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat SD), 
Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disingkat SMP), hingga Sekolah 
Menengah Atas (selanjutnya disingkat SMA) ditangani oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disingkat Kemendikbud). 
Kemudian, pada tahun 2001, kewenangan pengelolaan sekolah 
diserahkan ke kabupaten/kota, termasuk pendidikan menengah. 
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda 2004), 
kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang kewenangan yang 
dikecualikan, yaitu dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 
keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan urusan agama.1 
Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 10 UU Pemda 2014. 
                                                          
1 Jimly Asshiddiqie (Selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), 2011, Konstitusi & 
konstitusionalisme indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 235. 
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Urusan-urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan absolut  yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Salah 
satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
adalah penyelenggaraan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf f. Sebenarnya, penyelenggaraan pendidikan dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(selanjutnya disingkat UU Pemda 2014) juga mencantumkan pendidikan 
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal 
tersebut tercantum dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa urusan 
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi: 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, 
pelindungan masyarakat, dan  sosial. Selain itu, kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan menengah juga tercantum 
dalam Pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa:  
pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal. 
Pengelolaan pendidikan menengah, yakni Sekolah Menengah 
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disingkat SMA/SMK) kini, 
kewenangan pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah provinsi 
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(selanjutnya disingkat pemprov), sebagai implikasi dari UU Pemda 2014.  
Sebelumnya, Pemprov hanya berwenang dalam mengelola pendidikan 
khusus.  
Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut, menurut 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat 
Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, agar pemerintah 
daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak 
Usia Dini (selanjutnya disingkat PAUD) dan Pendidikan Masyarakat 
(selanjutnya disingkat dikmas).  Pemerintah kabupaten/kota diharapkan 
bisa mengurusi hal tersebut secara optimal dan maksimal. Sementara itu, 
Pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan 
menengahnya serta diharapkan mampu menuntaskan program yang 
dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 (duabelas) tahun.2 
Pengalihan pengelolaan pendidikan menengah tersebut mencakup 
pengalihan personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dana 
(selanjutnya disingkat P3D). Dalam Lampiran UU Pemda telah ditentukan 
kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan.  
Pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menjadi pro dan 
kontra. Pemerintah Kabupaten Blitar dan empat wali murid dari Surabaya 
telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 
disingkat MK). Dalam pokok permohonannya, Walikota Blitar keberatan 
                                                          
2 Wilda Fizriyani, 2016, SMA/SMK dialihkan ke Provinsi, Kemendikbud: Agar Lebih 
Fokus, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/02/22/o2y84y219-smasmk-
dialihkan-ke-provinsi-kemendikbud-agar-lebih-fokus, diakses pada 4 Agustus 2016.  
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dengan aturan dalam Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam UU Pemda 
2014. Menurutnya, aturan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah 
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemprov mengakibatkan 
pengelolaan unsur manajemen pendidikan menengah menjadi sia-sia dan 
tidak berkelanjutan.3  
Pemohon perseorangan Warga Surabaya juga merasa hak 
konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya ketentuan dalam UU 
Pemda 2014. Menurut para pemohon yang diwakili oleh Edward 
Dewarucci, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan kewenangan 
mengelola pendidikan menengah dengan baik. Hal tersebut tercermin dari 
besaran anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah Kota Surabaya 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat 
APBD). Anggaran pendidikan yang lebih dari 20%, kemudian fasilitas atau 
keunggulan yang sudah dinikmati oleh para Pemohon berupa layanan 
pendidikan berkualitas.4 
Keresahan sebagian pihak sangatlah wajar mengingat dengan 
dialihkannya pengelolaan pendidikan menengah, maka pemerintah 
kabupaten/kota tak lagi berwenang mengalokasikan anggaran. 
Masyarakat tentu akan merasakan langsung dampak positif ataupun 
negatif dari pengalihan tersebut.  
                                                          
    3 Lulu Anjarsari, 2016, Perkuat Kedudukan Hukum, Walikota Blitar Gandeng DPRD Uji 
UU Pemda, diakses dari 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13039#.WJHqfZl_f
Mw, diakses pada 21 Agustus 2016. 
 4  Ibid. 
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Menurut Ni’matul Huda, meskipun desentralisasi dimaknai beragam, 
tapi para pakar politik sependapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah 
agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan 
kondisi wilayah serta masyarakat setempat.5 Desentralisasi diharapkan 
mampu menciptakan dan memberikan peluang bagi terciptanya 
pemerintahan yang baik, seperti meningkatnya peluang masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan pelbagai keputusan 
politik, membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, 
dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.6  
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu cara efektif guna 
mewujudkan kehendak bersama. Dengan didesentralisasikannya 
pendidikan, maka semua pihak bisa terlibat, baik pemerintah pusat, 
pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota dan yang paling utama 
adalah keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh 
pelayanan pendidikan.  
Indonesia merupakan salah satu negara yang luas dan majemuk, 
dengan luas 1.910.931,32 kilometer persegi dan 17.504 pulau dan 
beraneka ragam suku, bahasa serta budaya. Pilihan otonomi daerah 
dianggap paling ideal untuk NKRI.  Dalam Pasal 18A ayat (1) disebutkan 
bahwa: 
                                                          
5 Ni’matul Huda, (Selanjutnya Disingkat Ni’matul Huda I), 2012, Hukum Pemerintah 
Daerah, Cetakan ke-3, Bandung: Nusa Media, hlm. 62. 
6 United Nations Development Programme, 1997, Decentralized Governance 
Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development, Management 
Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, hlm. 4, dalam 
Muhammad Noor, 2012, Memahami Desentralisasi, Yokyakarta: Interpena, hlm. 6. 
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Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, keragaman setiap daerah 
harus diwadahi oleh pemerintah dengan memberikan ruang yang seluas-
luasnya untuk kurikulum muatan lokal. Penentuan kurikulum muatan lokal 
tersebut, akan lebih tepat apa bila dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota, mengingat keanekaragaman setiap daerah 
kabupaten/kota. 
Desentralisasi pendidikan  menciptakan kedekatan antara pelayanan 
pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak positif pada 
proses interaksi manajemen pendidikan. Proses perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen 
pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.7 Desentralisasi 
muncul sebagai solusi ketika pelayanan birokrasi dianggap lamban. 
Persoalan-persoalan terkait P3D, seperti penyebaran guru, pembiayaan 
guru, pengadaan dan distribusi sarana prasarana serta pemeliharaan 
gedung sekolah, bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya dengan 
cepat.8 
Di berbagai negara, desentralisasi pendidikan menunjukan 
keberhasilan. Di Indonesia, keberhasilan tersebut ditandai dengan 
                                                          
7 Dewi Sendhikasari D, 2016, Pengalihan Kewenangan  Manajemen Pendidikan 
Menengah  Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, Jakarta: Pusat Penelitian  Badan Keahlian 
DPR RI Majalah Info singkat pemerintahan dalam negeri Vol. VIII, No. 
07/I/P3DI/April/2016 hlm.18-19. 
   8 N. McGinn dan T. Welsh, 1999, Decentralization of Education: why, when, what, and 
how, Paris: UNESCO, hlm. 9. 
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komitmen sejumlah daerah dalam membangun sarana dan prasarana 
pendidikan. Tak hanya itu, sejumlah daerah juga telah menggratiskan 
biaya sekolah hingga tingkat pendidikan menengah. Akses pendidikan 
yang semakin mudah, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada 
warga negara untuk mengenyam pendidikan.  
Tentu saja, masih ada kekurangan dalam pengelolaan pendidikan di 
bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Tak jarang, potret buram 
pendidikan menghiasi berbagai media. Kenyataan tersebut tak bisa 
dibantah. Pemerintah pusat dan pemprov harus berada di belakang 
pemerintah kabupaten/kota untuk membenahi kekurangan-kekurangan 
tersebut. Bukan dengan menarik kewenangan mereka, tetapi ikut 
mendorong perbaikan pengelolaan pendidikan.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian yang mendalam sebagai bahan Penulisan Hukum tentang 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KEWENANGAN 
PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI.” 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut 
1. Bagaimanakah disharmoni antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 
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2. Bagaimana implikasi hukum pengalihan kewenangan pengelolaan 
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi? 
C. Tujuan Penelitian 
tujuan dari penelitian ini, yaitu 
1. Untuk mengetahui disharmoni antara Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pengalihan kewenangan 
pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan 
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pemerintah 
provinsi. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini: 
1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam otonomi daerah dan 
kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. 
2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan 
rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan 
dengan materi dalam skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki 
perhatian terhadap isu terkait otonomi daerah dan kewenangan 






A. Wewenang Pemerintahan 
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 
Ada perbedaan makna secara teoritik dan praktik antara istilah 
pemerintah dan pemerintahan. Konsep pemerintahan sebagai 
pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah atau proses penyelenggaraan 
pemerintah (bestuuursvoering), sedangkan konsep pemerintah 
dimaksudkan sebagai organ/alat atau aparat yang mejalankan 
pemerintahan.9 
Menurut Bagir Manan,10 pemerintah dalam arti luas mencakup 
semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudisial dan atau alat kelengkapan negara lain 
yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit, 
pemerintah adalah kekuasaan eksekutif saja.  
Senada dengan itu, Wirjono Prodjodikoro11 juga membagi pengertian 
pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Menurutnya, pemerintah dalam 
arti luas, meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan, yakni lembaga-
lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD NRI 1945 
                                                          
9 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Identitas Universitas 
Hasanuddin, hlm. 30. 
10 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 
Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 158-159, dalam Ibid., hlm. 30-31. 
11 Bewa Ragawino, 2006, Hukum Administrasi Negara, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 65. 
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maupun lembaga lembaga yang diatur oleh undang-undang. Sementara 
itu, pemerintah dalam arti sempit adalah presiden/eksekutif saja.  
Kuntjoro Purbopranoto12 juga mendefenisikan pemerintah dalam arti 
luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintah meliputi segala urusan yang 
dilakukan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan 
rakyat dan kepentingan negara, sedangkan arti sempit adalah 
menjalankan tugas eksekutif saja. 
P. de Haan,13 menjelaskan bahwa istilah pemerintahan memiliki dua 
pengertian, yakni pemerintahan sebagai fungsi dan pemerintah sebagai 
organisasi. Sebagai fungsi, pemerintahan adalah aktivitas memerintah 
dalam arti melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Donner 
mengistilahkannya sebagai penyelenggaraan kepentingan umum oleh 
dinas publik. Pemerintahan sebagai organisasi ialah kumpulan organ dari 
organisasi pemerintahan yang dibebani atau diberi tanggung jawab 
dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dilihat dari sudut institusi, arti 
pemerintahan sebagai organisasi dibedakan atas dua pula. Pertama, 
pemerintahan dalam arti luas yang mencakup seluruh wewenang yang 
dapat dilakukan oleh negara dan kepentingan negara itu sendiri yang 
meliputi tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif (keseluruhan organ-
                                                          
12 Ibid., hlm. 65. 
13 P. De Haan., et.al., 1986, Bestuursrecht in de Sociale Rechtstaat, Kluwer-Deventer: 
Deel 1 dan 2, hlm. 6, dalam Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm. 31. 
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organnya). Kedua, pemerintahan dalam arti sempit, hanya meliputi 
kegiataan dalam bidang eksekutif (Bestuur).14 
2. Teori Kewenangan 
Menurut Aminuddin Ilmar,15 istilah wewenang seringkali 
disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah 
kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang 
berasal dari kata authority (Inggris) dan gezag (Belanda), sedangkan 
istilah kekuasaan berasal dari kata power (Inggris) dan macht (Belanda). 
Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, 
sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan 
secara cermat dan hati-hati. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bagir Manan. Menurutnya 
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). 
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 
Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en 
plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola 
sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti 
kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 
mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 
                                                          
14.Masbakar dan Muin, A. Fahmal, 1984, Hukum Administrasi Negara I (ketetapan, 
freies Ermessen, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Peradilan Administrasi 
Negara, dalam A. Muin Fahmal, 2008, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 
Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. Jakarta: Kreasi total media, hlm. 38-39. 
15 Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm. 114-115. 
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pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara 
keseluruhan.16 
P. Nicolai17 mengartikan wewenang pemerintahan sebagai 
kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, 
yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan 
akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnyanya akibat 
hukum. Dari wewenang tersebut ada hak dan kewajiban pemerintah 
dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintah.  
Menurut H.D. Stout,18 pengertian wewenang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan 
hukum publik.  
3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang 
Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama dari negara hukum. 
Berdasarkan prinsip tersebut, tersirat bahwa wewenang pemerintahan 
berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan 
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh 
melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.  
                                                          
16.Bagir Manan, 2000, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka 
Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Bandung: Fakultas Hukum 
Universitas Padjajaran, dalam Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara: Edisi 
Revisi, Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 99-100. 
17.P. Nicolai et.al. 1994, Bestuursrecht, Amsterdam, hlm. 4, dalam Aminuddin Ilmar, 
Op.Cit., hlm. 115. 
18 H.D. Stout, 1994, de Betekenissen van de Wet, hlm. 102, dalam Ibid., hlm. 116.  
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Dikutip dari Buku “Hukum Administrasi Negara” yang ditulis oleh 
Ridwan HR, atribusi, delegasi, dan mandat, Oleh H.D. Van Wijk dan 
Willem Konijnenbelt,  didefenisikan sebagai berikut19 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
  undang-undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu  
  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 
c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
  kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek memiliki pendapat 
yang berbeda. Menurutnya, organ pemerintahan memperoleh wewenang 
hanya dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi sehubungan 
dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut 
pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah 
memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain). Secara logis, 
delegasi selalu didahului oleh atribusi.20 Dalam mandat tidak dibicarakan 
mengenai penyerahan atau pelimpahan wewenang. Tidak terjadi 
perubahan wewenang apapun atau setidak-tidaknya yang terjadi hanyalah 
hubungan internal (dalam arti yuridis formal).21 
                                                          
19 H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van Administratief Recht, 
hlm 129, bandingkan dengan b. De goede, 1986, Beeld van Het Nederlands 
Bestuursrecht, hlm. 56, dan lihat juga P.J.P Tak, 1991, Rectsvorming in Nederland, hlm. 
99-103, dalam Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 102. 
20 F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, 1985, Inleiding in het Staat-en Administratief 
Recht, dalam Ibid., hlm. 102. 
21 Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm. 128. 
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4. Klasifikasi Urusan Pemerintahan  
Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemda 2014 disebutkan bahwa urusan 
pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan 
pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren 
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan 
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, urusan 
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar 
pelaksanaan otonomi daerah.  
Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan 
pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.  
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah 
pusat berwenang melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang 
kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan 
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan 
pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 
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dengan pelayanan dasar  adalah urusan pemerintahan wajib yang 
sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Dalam Pasal 12 ayat 
(1) UU Pemda 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum 
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman 
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta 
sosial. Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan 
perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan 
hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan 
menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, 
persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. 
Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, 
pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 
perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. 
Pasal 13 UU Pemda 2014 menyebutkan bahwa pembagian urusan 
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 
serta Daerah kabupaten/kota, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 





B. Teori Peraturan Perundang-Undangan 
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 
S.J. Fockema Andreae22 mengistilahkan perundang-undangan 
(legislation, wetgeving, atau gesetzebung) dengan dua pengertian yang 
berbeda, yaitu 
a) Peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan 
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat 
daerah. 
b) Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara 
yang merupakan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan 
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 
Maka dari itu, membahas peraturan perundang-undangan, selain 
mempersoalkan pembentukan peraturan-peraturan negara, tetapi juga 
melihat hakikat dari segala peraturan negara yang dihasilkan melalui 
proses membentuk perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah. 
Salah satu ciri hukum yang modern adalah adanya norma-norma 
hukum yang tertulis, rasional dan terencana, universal dan responsif 
dalam mengadaptasi perkembangan perihal masyarakat. Hukum tertulis 
tersebut dinilai dapat menjamin kepastian hukum. Makin besarnya 
                                                          
22  Terkutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto,1998, Ilmu Perundang-undangan 
Dasar; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius hlm.3, dalam I Gde 
Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan 
Di Indonesia, Bandung: Alumni, hlm. 14.  
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peranan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis 
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain23 
a) Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang 
mudah dikenali dan diidentifikasi, mudah ditemukan kembali dan 
mudah ditelusuri. Selain itu, bentuk, jenis, tempat, dan pembuat 
peraturan perundang-undangan jelas.  
b) Peraturan perundang-undangan  memberikan kepastian hukum yang 
lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah 
ditemukan kembali. 
c) Struktur dan sisematika peraturan perundang-undangan lebih jelas 
sehingga  memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari 
segi formal maupun materi muatannya. 
d) Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan  
dapat direncanakan. 
Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan tatanan yang tertib, 
diantaranya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Tertib peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat 
penggagasan, perencanaan sampai dengan pembentukan perundang-
undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good 
legislation) diperlukan pelbagai persyaratan yang berkaitan dengan 
                                                          
23 Bagir manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-
Hill.Co, hlm. 7-8, dalam Ibid., hlm. 2. 
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sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan 
maupun pengujiannya.24 
2. Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan 
Dalam Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
disebutkan bahwa: 
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f.  kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan. 
 
Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa materi 






f.  bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
 h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Adapun asas hukum atau doktrin hukum yang diterapkan dalam hal 
terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu 
  
                                                          
24 Ibid., hlm. 2-3. 
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a. Lex superior derogat legi inferiori 
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 
b. Lex specialis derogat legi generalis 
Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus 
mengesampingkan aturan hukum yang umum. 
c. Lex posterior derogat legi priori 
Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan 
aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori 
mewajibkan menggunakan hukum yang baru.25 
Asas-asas tersebut memiliki beberapa prinsip. Untuk asas lex 
specialis derogat legi generali, setidaknya ada tiga prinsip yang harus 
diperhatikan Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum 
umum, tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum 
khusus tersebut. 
1. Ketentuan-ketentuan lex specialis  harus sederajat dengan 
ketentuan-ketentuan lex generalis  
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 
hukum atau rezim hukum yang sama dengan lex generalis. 
Asas lex posterior derogat legi priori, memuat beberapa prinsip, yaitu 
1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari 
aturan hukum yang lama; 
                                                          
25 AA Oka Mahendra, 2010, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, 
http://www.djpp.dephumham.go.id/htn-dan-puu/421-HarmonisasiPeraturanperundang-
undangan.html hlm. 2-3, diunduh pada 29 Agustus 2016. 
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2. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.26 
C. Otonomi Daerah 
Istilah otonomi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yakni autos 
yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi 
berarti membuat perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving). Namun, 
dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah mengandung arti 
pemerintahan sendiri (zelfbestuur). C.W. van der Pot memahami konsep 
otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah 
tangganya sendiri).27 Logemann berpendapat bahwa kebebasan bergerak 
yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan 
kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala 
macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).28 
Dalam UU Pemda 2014 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem NKRI.  
Dalam otonomi daerah, kekuasaan yang tadinya dikendalikan oleh  
pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Dari proses tersebut, 
terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di 
                                                          
26 Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 59. 
dalam Ibid., hlm. 3. 
27.M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Jakarta: Sekretariat 
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 161. dalam Ni’matul Huda I,  
Op.Cit., hlm. 83. 
   28 Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi 
Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.  
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seluruh Indonesia.29 Meskipun pada hakikatnya otonomi daerah 
mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, tetapi bimbingan 
dan pengawasan dari pemerintah tetap diperlukan, agar tidak menjelma 
menjadi kedaulatan. Perlu dipahami bahwa hubungan antara daerah 
otonom dan pemerintah adalah hubungan antara organisasi dan bersifat 
resiprokal.30 
Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan 
dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat.31 Bagir Manan 
mengemukakan bahwa tidak ada jenis urusan pemerintahan yang secara 
lengkap dan alami adalah urusan pusat dan daerah. Suatu urusan 
pemerintahan setiap saat dapat bergeser dari urusan daerah menjadi 
urusan pusat dan sebaliknya.32 
1. Sejarah Otonomi Daerah 
Menurut Jimly Asshiddiqie, Bung Hatta adalah salah seorang yang 
berpengaruh terhadap pelbagai pilihan sistem ketatanegaraan yang 
dituangkan dalam rumusan UUD NRI 1945. Salah satu buah pikirannnya 
mengenai Indonesia Merdeka haruslah berbentuk negara federal. Menurut 
Bung Hatta, bentuk negara federal lebih tepat untuk bangsa Indonesia 
yang dikenal majemuk, bukan negara kesatuan (unitary state).  
                                                          
29 Jimly asshiddiqie I, Op.Cit., hlm. 226. 
30 Ni’matul Huda I, Op.cit., hlm. 13. 
 31 Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi 
Hukum FH UII, hlm 59, dalam Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, “Pembagian 
Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya 
Menurut UUD 1945”, Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum Vol. 9 No.4, Lampung: Fakultas 
Hukum Universitas Lampung, hlm. 588. 
32.Ibid., hlm 55 dalam Ibid., hlm 588. 
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Pandangan yang demikian ini dikumandangkannya sejak masa 
muda sampai ketika ia menempuh pendidikan tinggi di Roterdam, 
negeri Belanda pada tahun 1930-an. Dapat dikatakan, sampai tahun 
1945, Bung Hatta sendiri terus terlibat dalam mendiskusikan pilihan 
mengenai bentuk negara ini, dan ia sering mengajukan argumen-
argumen mendasar untuk meyakinkan bahwa bentuk negara 
Indonesia merdeka yang lebih tepat adalah negara federal, bukan 
negara kesatuan, akan tetapi setelah berdiskusi secara luas 
mengenai itu, Bung Hatta sendiri akhirnya tidak lagi bersikeras 
memperjuangkan pendiriannya itu. Hal ini terbukti dalam sidang-
sidang BPUPKI, Hatta sama sekali tidak pernah lagi menyinggung 
ide bentuk negara federal. Meskipun Hatta sendiri terlibat aktif dalam 
proses perumusan Pasal 18 UUD 1945 yang asli, tetapi ketika itu, ia 
tak lagi mempersoalkan pentingnya bentuk negara federal yang ia 
perjuangkan sejak muda. 
Perubahan tersebut disebabkan argumen-argumen kalangan 
pergerakan lainnya yang tampaknya cukup meyakinkan baginya bahwa 
dalam negara kesatuan yang hendak dibangun, daerah-daerah dapat 
dibangun atas dasar prinsip desentralisasi.  
Suatu negara kesatuan sudah sendirinya dapat dikembangkan 
dengan tetap menjamin otonomi-otonomi daerah yang tersebar di 
seluruh tanah air Indonesia yang sangat luas dan majemuk. 
Semangat negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang 
luas inilah yang sebenarnya meyakinkan orang seperti Bung Hatta, 
sehingga ide “negara federal” dinilai menjadi tidak lagi memiliki 
relevansi. Kenyataan ini pulalah yang pada pokoknya tercermin 
dalam perumusan Pasal 18 UUD 1945, yaitu bahwa NKRI menjamin 
adanya desentralisasi dan otonomi yang luas bagi daerah-daerah di 
seluruh Indonesia.33 
Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan UUD NRI 1945, dapat 
dikatakan bahwa Mohammad Yamin adalah orang pertama yang 
membahas masalah pemerintah daerah dalam sidang  Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (Selanjutya disingkat 
                                                          
33 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit., hlm. 212-213. 
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BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, Mohammad 
Yamin, antara lain, mengatakan: 
“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang 
diperbaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, 
dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah... antara bagian atas 
dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintah 
Daerah untuk menjalankan Pemerintah Urusan Dalam, Pangreh 
Praja”34  
Pada kesempatan itu pula Mohammad Yamin melampirkan suatu 
rancangan sementara perumusan UUD 1945 yang memuat tentang 
pemerintah daerah, yang berbunyi: 
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak 
asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”35 
Selanjutnya, pemikiran Mohammad Yamin mengenai pemerintahan 
daerah dapat dijumpai lagi dalam pidatonya 11 Juli 1945 di hadapan 
BPUPKI yang antara lain mengatakan: 
“Pemerintah dalam Republik ini, pertama-tama akan tersusun dari 
badan-badan masyarakat seperti  desa, yaitu susunan pemerintah 
paling bawah, pemerintah ini saya namakan pemerintahan 
bawahan.”36 
“Antara pemerintahan atasan dan pemeintahan bawahan itu dalah 
pemerintahan yang baik saya sebut  pemerintahan tengahan. 
Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, melainkan 
kita harapkan saja, supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan 
dengan keperluan zaman baru.”37 
                                                          
34 M. Yamin, 1971, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: 
Siguntang, hlm. 100, dalam  Ni’matul Huda (Selanjutnya disingkat Ni’matul Huda II), 
2011, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
hlm. 283. 
35 Ibid., hlm. 724 dalam Ibid., hlm. 284. 
36 Ibid., hlm. 230 dalam Ibid., hlm. 284. 
37 Ibid., hlm. 284. 
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Seperti halnya Mohammad Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia 
Kecil Perancang UUD NRI 1945 dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 
1945 juga menyampaikan keterangan yang antara lain mengatakan 
sebagai berikut 
“Tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh 
karena itu di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada 
onderstaat,akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan 
bagaimana bentukk pemerintah daerah, ditetapkan dalam undang-
undang. Beginilah bunyi pasal 18:38 
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahnnya ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.” 
Awalnya, UUD NRI 1945 tidak memiliki penjelasan resmi, tetapi oleh 
Soepomo dirumuskan suatu penjelasan umum dan pasal demi pasal 
dalam rapat BPUPKI pada 15 Juli 1945.39 Apabila riwayat terjadinya Pasal 
18 diteliti, ternyata makna pasal tersebut, menurut beberapa ahli tidak 
diuraikan secara tepat dalam penjelasan resmi sebagaimana diumumkan 
dalam Berita Republik Indonesia. Bunyi penjelasan Pasal 18 sebagai 
berikut40 
“Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah 
provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-
daerah itu bersifat otonom (street dan locale 
rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka...” 
                                                          
38 Ibid., hlm. 231, dalam Ibid., hlm. 285. 
 39 Ibid., hlm. 287. 
40-Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, teksnya pada 
halaman 45-48, sedang penjelasannya pada halaman 51-56, dalam Ni’matul Huda II, 
Op.Cit., hlm. 287.  
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Hatta41 menafsirkan “dengan memandang dan mengingati dasar 
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul 
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa,” dengan menyatakan 
sebagai berikut 
“Bagian kalimat yang akhir ini, dalam undang-undang dasar 
menyatakan bahwa hak melakukan pemerintahan sendiri bagi 
segenap bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia. Diakui 
hak tiap-tiap bagian untuk menentukan diri sendiri dalam lingkungan 
rakyat yang satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan tersusun 
tenaga pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk 
kesejahteraan Republik Indonesia dan kemakmuran penduduknya.” 
Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan 
dalam sebuah negara kesatuan (eenheidstaat) yang dimaksud  adalah 
otonomi. Otonomi merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri. Dengan demikian, makin kuat alasan bahwa pemerintahan 
dalam susunan daerah besar dan kecil menurut Pasal 18 tidak lain dari 
pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi.42 
Pasal-pasal dalam UUD RI 1945 telah meneguhkan prinsip negara 
kesatuan dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk 
meningkatkan proses pembangunan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat di daerah.43 
Pascaproklamasi kemerdekaan RI, diterbitkanlah Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (selanjutnya 
                                                          
41 Mohammad Hatta, 1967, Kedaulatan Rakyat, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 26. 
Lihat Bagir Manan, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 157, dalam Ibid., hlm. 288. 
42 Ibid., hlm. 289. 
43-Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, Empat 




disingkat UU KND). UU KND mengatur sistem desentralisasi yang di 
dalamnya mengatur tiga jenis daerah, yaitu karesidenan, kabupaten dan 
kota. Masing-masing daerah berhak mengatur dan mengurus rumah 
tangganya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 UUD NRI 1945. 
Setelah itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1948 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda 
1948), yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi penerapan 
otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. UU 
Pemda 1948 membagi daerah Indonesia menjadi tiga daerah otonom, 
yaitu provinsi, kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil). Setelah 
pemberlakuan UUDS 1950, kemudian diterbitkan UU No. 1 Tahun 1957 
menggantikan UU Pemda 1948.44 
Adapun undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dari 
masa ke masa, yaitu 
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional 
Daerah (KND); 
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.  
c) Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok 
Pemerintah Daerah; 
d) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah. (sebelumnya diterbitkan penetapan presiden 
No. 6 tahun 1959 dan penpres Nomor 5 Tahun 1960); 
                                                          
44 Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah: Sejak Kemerdekaan 




e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah; 
f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang 
Pemerintahan Daerah; 
h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
2. Hakikat dan Tujuan Otonomi Daerah 
Pemberian otonomi kepada daerah bukan hanya persoalan sistem 
dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi 
merupakan perwujudan dari pengakuan, bahwa kepentingan dan 
kehendak rakyat ialah satu-satunya sumber untuk menentukan sistem dan 
jalannya pemerintahan. Bagir Manan mengemukakan bahwa sistem  
otonomi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk 
turut serta mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses 
pemerintahan. Mendemokrasikan pemerintahan ialah salah satu tujuan 
pokok pemberian otonomi kepada daerah. Dikutip dari Kuntana Magnar, di 
samping sebagai suatu proses demokrasi, otonomi mengandung tujuan-
tujuan lain, yaitu 
a. Pembagian dan pembatasan kekuasaan; 
b. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;  




3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 
Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah didasarkan dari tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah 
setidaknya dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 
32 Tahun 2004, dan UU Pemda 2014, mengatur ketiga macam asas 
tersebut. Dalam perubahan UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan 
bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan.46 Dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) 
ditegaskan:  
“Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang.”  
Dengan adanya kata ‘dibagi atas’, maka berarti hubungan antara 
pusat dan provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota bersifat 
hierarkis-vertikal. Dengan demikian, sifat non-hierarkis yang terkandung 
dalam UU No. 22 Tahun 1999 telah dikoreksi oleh perubahan UUD 1945 
pada tahun 2000 melalui perbaikan UUD NRI 1945 pada rumusan Pasal 
18 ayat (1) tersebut. Ketentuan UUD 1945 hasil Perubahan Kedua pada 
tahun 2000 tersebut justru mempertegas prinsip-prinsip pengaturan yang 
                                                          
45 Kuntana Magnar, 1984, Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah 
Administratip, Bandung: Armico, hlm. 21-23. 
46 Ni’matul Huda II, Op.Cit., hlm. 306. 
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bersifat federalistis dalam rumusan mengenai kewenangan daerah. Pasal 
18 ayat (2) menegaskan: “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten 
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan”. Bahkan dalam Pasal 18 ayat (5) 
ditegaskan lagi bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat. Pada prinsipnya, semua urusan bersifat 
otonom atau desentralistis, kecuali jika undang-undang menentukan 
sesuatu urusan sebagai urusan pemerintah pusat.47 
Pasal 18 UUD 1945 tersebut menjadi dasar sistem desentralisasi 
(teritorial) dalam NKRI. Dengan pelbagai pertimbangan tidak sedikit tokoh-
tokoh rakyat yang ikut serta menyusun UUD NRI 1945 menghendaki 
bentuk federal (negara serikat, bondstaat). Atas kesadaran yang tinggi 
maka dengan mufakat, akhirnya disetujui juga bentuk negara kesatuan, 
yakni NKRI. Kemudian, untuk memenuhi hasrat daerah, juga secara 
objektif mengingat daerah Indonesia yang luas dan beraneka ragam, 
maka diselenggarakanlah sistem desentralisasi. Wilayah Indonesia terbagi 
atas daerah-daerah swantantra (otonom).48 
a) Desentralisasi  
Kata desentralisasi berasal dari bahasa latin, yang terdiri dari bahasa 
latin, yang terdiri dari dua penggalan kata, “de” yang berarti lepas dan 
                                                          
47 Ibid., hlm. 221. 




“centrum” yang berarti pusat. Maka dari itu, desentralisasi secara harfiah 
berarti melepaskan diri dari pusat.49 
Beberapa pakar mendefenisikan desentralisasi dengan redaksional 
yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama. Menurut 
Joeniarto,50 desentralisasi adalah pemberian wewenang dari 
pemerintahan negara kepada pemerintahan lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Amrah Muslimin51 mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan 
wewenang pada golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah 
tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito52 
mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah 
kepada pihak lain untuk dilaksanakan.  
Menurut Mawhood,53 desentralisasi adalah devolution of power from 
central to local government. (devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah). Sementara itu, menurut Henry Maddick,54 
desentralisasi mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi, yang 
                                                          
49 Azikin Solthan, Dinamika Otonomi Daerah (Refleksi 6 Tahun Otonomi Daerah dan 
Jejak Bantaeng Membangun) Bantaeng: lp3m Intim-Pemkab Bantaeng. Hlm 49. 
50 Joeniarto, 1992, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bina Aksara, dalam 
Ni’matul Huda II, Op.cit., hlm. 311. 
51 Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 
hlm. 5, dalam Ibid., hlm. 311. 
52 Irawan Soejipto, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29, dalam Ibid., hlm. 311. 
53 Philip Mawhood, 1983, Local Government in the Third World, Chicester: John 
Wisley and Sons, dalam Ni’matul Huda I, Op.Cit.,hlm. 61. 
54.Henry Maddick, 1966, Democracy, Decentralization and Development. 




merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan 
fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan daerah.  
Philipus M Hadjon55 mengemukakan bahwa desentralisasi 
mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, 
melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih 
rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-
satuan pemerintahan yang lebih randah diserahi dan dibiarkan mengatur 
dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. 
Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, Bagir Manan56 
mengemukakan bahwa desentralisasi bertujuan “meringankan” beban 
pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, pelbagai tugas dan pekerjaan 
dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat lebih 
memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan 
kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat 
tidak perlu memiliki aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas 
yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan 
desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. 
Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi 
menunjukkan: (1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel 
dalam memenuhi pelbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; (2) 
                                                          
55-Philipus M Hadjon, et.al., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,  hlm. 11, 
dalam Titik Triwulan tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 250. 
56-Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, 
Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya, hlm. 62-63, dalam  Ibid., hlm. 250. 
 33 
 
Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif 
dan lebih efisien; (3) satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; (4) 
satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang 
lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 
b) Dekonsentrasi 
Pada tingkat suprastuktur kenegaraan maupun dalam rangka 
restrukturisasi manajemen pemerintahan, kebijakan otononomi daerah itu 
dikembangkan seiring dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. Jika 
kebijakan desentralisasi merupakan konsep pembagian kewenangan  
secara vertikal, maka kebijakan dekonsentrasi pada pokoknya merupakan 
kebijakan pembagian kewenangan birokrasi pemerintahan secara 
horizontal. Kedua-duanya bersifat membatasi kekuasaan dan berperan 
sangat penting dalam rangka menciptakan iklim kekuasaan yang makin 
demokratis dan berdasar atas hukum.57 
Amrah Muslimin58 mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah 
pusat di daerah. Sementara itu, Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi 
sebagai pelimpahan wewenang penguasa kepada pejabat bawahannya.59 
   Dalam UU Pemda 2014, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal 
                                                          
57 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit., hlm. 227. 
58-Amrah Muslimin, Op.Cit., hlm. 4, dalam Ni’matul Huda II, Op.Cit., hlm. 314. 
59-Irawan soejito, Op.Cit., hlm. 34, dalam Ibid., hlm. 314. 
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di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
c) Tugas Pembantuan 
Menurut Amrah Muslimin, tugas pembantuan adalah kewenangan 
pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan 
ini, mengenai tugas melaksanakan sendiri (zelvuitvoering) atas biaya dan 
tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang 
bersangkutan.60 Pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi turut 
serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh 
pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban 
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.61  
Istilah tugas pembantuan di dalam sistem desentralisasi tidak 
terlepas dari pemahaman secara morfologis. Istilah tugas pembantuan 
atau medebewind berasal dari bahasa Belanda yakni me’de berarti “ikut 
juga” dan bewind berarti “penugasan, pemeliharaan”. Maka dari itu, istilah 
medebewind berarti ikut serta menjalankan kekuasaan. Hal ini 
mengandung maksud bahwa pemerintah daerah diberikan kesempatan 
(penugasan) ikut serta melakukan kebijakan pusat, bukan untuk 
                                                          
60 Amrah Muslimin, Op.Cit., hlm. 8, dalam Ni’matul Huda II, Op.Cit., hlm. 316. 




menetapkan peraturan sendiri. Dalam perkembangannya, khususnya di 
Indonesia, istilah medebewind dikenal dengan istilah tugas pembantuan.62 
Dalam penjelasan umum UU Pemda 2014, tugas pembantuan 
didefenisikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 
Maka dari itu, tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban 
untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup 
wewenangnya bercirikan tiga hal, yaitu63 
a) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah- 
 daerah otonom untuk melaksanakan. 
b) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonomi itu 
 memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan 
 kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskan 
 memberi kemungkinan untuk itu. 
c) Yang dapat diserahi urusan medebewind hanya daerah-daerah 
 otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang 
 tersusun secara vertikal. 
 
D. Pengelolaan Pendidikan 
1. Pengertian Pendidikan 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
                                                          
62-M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: 
Total Media, hlm. 81. 
63 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, 2000, Mensiasati Otonomi Daerah, dalam M. 
Busrizalti, Op.Cit., hlm. 80.  
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. Seperti yang dikutip dari buku Hasan Basri, hakikat pendidikan 
menjangkau empat hal yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut64 
a) Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal 
manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai 
mahkluk berpikir. Dengan pembinaan olah pikir, manusia 
diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat 
pula kedewasaan berpikirnya, terutama memiliki kecerdasan 
dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya; 
b) Pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan 
setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai 
dari hasil olah pikirnya. Keterampilan yang dimaksudkan adalah 
suatu objek tertentu yang membantu kehidupan manusia karena 
dengan keterampilan tersebut, manusia mencari rezeki dan 
mempertahankan kehidupannya; 
c) Pendidikan dilakukan di lembaga formal dan nonformal, 
sebagaimana dilaksanakan di sekolah, keluarga, dan lingkungan 
masyarakat; 
d) Pendidikan bertujuan menunjukan masyarakat yang memiliki 
kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indikator utama 
adanya peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika dan 
moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya 
kepribadian yang luhur. 
2. Jenjang pendidikan 
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun jenjang pendidikan di Indonesia 
yakni sebagai berikut 
a. Pendidikan Dasar  
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD atau 
bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau 
                                                          
64 Hasan Basri,  2009, Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 56. 
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bentuk lain yang sederajat. Dalam UU Pemda 2014, pengelolaan 
pendidikan dasar diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.  
b. Pendidikan Menengah 
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 
SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat. 
c. Pendidikan Tinggi 
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Dalam 
Pasal 20 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat 
berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 
3. Pengertian manajemen 
Untuk istilah manajemen para sarjana ada yang menggunakan 
istilah-istilah ketatalaksanaan, tatalaksana, pengurusan, kepimpinan, 
tatapimpinan dan tataselenggaraan.65 
Menurut  George R Terry,66 “Management is a distinct process 
consisting of planning, organising, actuating and controlling performed to 
determine and accomplish the objectives by the use of people and 
                                                          
65.Harsono, 1992, Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, 
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 24. 
66-P.G. Aquinas, 2011, Principles and Practices of Management, New Delhi: Excel 
Books Private Limited, hlm. 2. 
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resources”. (Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari  
perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang 
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia  serta sumber-
sumber lain). Menurut Henry Fayol,67 manajemen adalah “To manage is to 
forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to 
control”. (Merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan 
mengendalikan).  
Menurut KBBI, manajemen adalah proses pemakaian sumber daya 
secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan; penggunaan 
sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.68 
Made Pidarta69 menyebutkan bahwa manajemen pendidikan disebut 
sebagai aktivitas yang memadukan sumber-sumber pendidikan agar 
berpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.  
Menurut Sergiovani dalam Ibrahim Bafadal70 bahwa manajemen 
merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendayagunaan tersebut meliputi: 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Oleh 
karena itu, kepala sekolah sebagai manajer dalam sekolah diharapkan 
                                                          
67 Ibid., hlm. 2. 
68 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 909-910. 
69 Made Pidarta, 1988, Manajemen Pendidikan, dalam Ferry Dwi Hidayanto, 2011, 
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri se-
Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bina 
Aksara, hlm 26, Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi 
Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Tidak 
Diterbitkan, hlm. 20. 
70 Ibrahim Bafadal, 2004, Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori & Aplikasinya, 
Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 1, dalam, Ibid., hlm. 20. 
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mampu melakukan aktivitas di sekolah dengan tepat, agar tujuan dapat 
dicapai. 
4. Fungsi Manajemen 
Adapun fungsi-fungsi manajemen ialah perencanaan 
pengorganisasian, pengendalian, pengordinasiaan, pembimbingan, 
memotivasi (Motivating), penyusunan personalia (staffing), pembuatan 
keputusan, dan penyempurnaan. 
a) Perencanaan 
 Perencanaan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. 
Perencanaan didefenisikan sebagai proses dalam merancang sesuatu. 
Suatu usaha yang rasional harus direncanakan dengan baik. Tiada suatu 
manajemen yang baik tanpa perencanaan yang baik. 
b) Pengorganisasian 
Pengorganisasian berarti menciptakan kondisi-kondisi, hubungan-
hubungan yang satu dengan yang lain, pembagian kerja dan fungsi-fungsi 
spesialisasi, untuk menyukseskan suatu rencana. Pengorganisasian 
mengandung penentuan struktur organisasi, prosedur-prosedur.  
c) Pengendalian 
Pengendalian berkaitan erat dengan rencana. Pengendalian 
merupakan kegiatan yang mengusahakan agar tindakan-tindakan dan 
hasilnya terjadi sesuai dengan rencana.71 Menurut George R. Terry, 
pengawasan dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, 
                                                          
71 Harsono, Op.Cit., hlm. 25-26. 
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mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, dan  
memastikan hasil sesuai dengan rencana.72 
d) Pengoordinasian 
Pengoordinasian adalah cara untuk mengatur agar manajemen 
terarah. Pengoordinasian adalah kegiatan untuk merangkaikan, 
menghubungkan dan menyatupadukan orang-orang, tindakan-tindakan, 
tugas-tugas dalam usaha kerjasama, sehingga dapat dihindari adanya 
pertentangan, kekembaran, dan kekosongan tindakan. 
e) Pembimbingan 
Pembimbingan adalah proses membimbing, menjuruskan, 
menuntun, memberi petunjuk kegiatan-kegiatan rasional maupun 
prosedur-prosedur dalam usaha kerjasama untuk memengaruhi dan 
menetapkan arah bagi tindakan-tindakan. 
f) Motivating (Memotivasi)  
  Memotivasi adalah mendorong dan memupuk semangat setiap 
anggota dalam usaha kerjasama. 
g) Penyusunan Personalia (Staffing) 
Staffing adalah menyediakan tenaga kerja yang kompeten, spesialis-
spesialis untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya 
dan secepatnya, dalam pelbagai bidang. 
h)  Pembuatan keputusan 
                                                          
72 Ni’matul Huda I, Op.Cit., hlm. 22. 
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Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang mengakhiri 
pertentangan-pertentangan sesuatu hal. Keputusan dibuat untuk memilih 
pelbagai kemungkinan dalam usaha kerjasama. 
i)  Penyempurnaan         
Penyempurnaan adalah kegiatan untuk memperbaiki segala sesuatu 
yang belum sempurna dalam usaha kerjasama. Penyempurnaan dapat 
dilakukan terhadap metode kerja dan struktur organsasi.73 
5. Pengelolaan Pendidikan di Indonesia 
Istilah pengelolaan sebenarnya hampir sama dengan manajemen. 
Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan merupakan terjemahan dari kata 
management, karena adanya perkembangan dalam Bahasa Indonesia, 
maka istilah management tersebut menjadi manajemen.74 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pengelolaan pendidikan 
didefenisikan sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan 
sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan 
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
                                                          
73 Harsono, Op.Cit., hlm. 26 
 74.Suharsimi Arikunto, 1987, Pengelolaan Materiil, Jakarta: Prima Karya, hlm. 7, dalam 





A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research), 
yaitu penelitian dengan cara menelaah ketentuan yang mengatur 
mengenai otonomi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan 
menengah setelah berlakunya UU Pemda 2014. 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu: 
1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji 
peraturan perundang-undangan,75 yang berkaitan dengan isu hukum 
yang diteliti yakni kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dalam 
pengeloaan pendidikan setelah diberlakukannya UU Pemda 2014. 
2) Pendekatan sejarah (historical approach), yaitu pelacakan sejarah 
aturan hukum dari waktu ke waktu76 yang berkaitan dengan otonomi 
daerah serta kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam 
pengelolaan pendidikan. 
                                                          
75 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, hlm. 96, dalam 
Arif Rachman Nur, 2016, Tinjauan Hukum terhadap Pemilikan Tanah oleh Orang Asing 
setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, 
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tidak 
diterbitkan, hlm. 63. 
76 Ibid., hlm 166, dalam Ibid., hlm. 63. 
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3) Pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu studi 
perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn, perbandingan hukum 
merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti 
bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan 
putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.77 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan 
nonhukum yang terkait isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai 
otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan 
putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupkan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
Sementara itu, bahan nonhukum meliputi buku-buku, jurnal, laporan hasil 
penelitian mengenai disiplin ilmu lainnya yang mempunyai relevansi 
dengan objek permasalahan yang akan diteliti.78 Adapun sumber yang 
digunakan dalam penilitian ini terdiri dari: 
                                                          
77 P. Van. Dijk, 1985, Van Apeldoorn’s Inleiding tot de Studie van het Nederlandse 
Recht, Tjeenk-Wilinjk, Hlm. 453, dalam  Ibid., hlm. 173., dalam Ibid., hlm 64. 
78 Zainuddin Ali, 2011,  Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar grafika hlm. 57. 
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1) Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang 
undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Adapun 
bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini diperlukan untuk 
mendukung analisis dan pembahasan. Adapun bahan hukum 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah literatur-literatur 
yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari 
buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan 
lain-lain. 
3) Bahan nonhukum yang meliputi data yang relevan dengan isu hukum 
yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan (literature research) merupakan suatu 
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teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, publikasi elektronik dan 
bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.  
E. Analisis Bahan Hukum 
 Analisis bahan hukum adalah sebuah proses mengatur atau 
mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dianalisis secara 
kualitatif. Kemudian, disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai kewenangan 
pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan peraturan perundang-







A. Disharmoni antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Salah satu hal yang dianggap menjadi masalah dalam pengalihan 
kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada pemprov adalah adanya 
ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan oleh aturan yang tidak 
harmonis terkait pengelolaan pendidikan menengah. Aturan yang 
dimaksud adalah UU Sisdiknas dan UU Pemda 2014. Persoalan tersebut 
tidak bisa dianggap sepele karena seperti yang kita ketahui undang-
undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari 
pelaksanaan seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.79  
Dalam Lampiran UU Pemda 2014, pemprov diberikan wewenang 
dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan menengah 
khusus dalam sub-urusan manajemen. Peralihan kewenangan 
pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi tersebut menyangkut 
P3D. Selain itu, pemprov juga berwenang dalam penetapan kurikulum 
muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. 
Dalam bagian pendidik dan tenaga kependidikan, pemprov 
berwenang dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas 
                                                          
79 Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional, Edisi ke-3, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 12, dalam Yuliandri, 
2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan 
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 1. 
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daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Dalam hal perizinan 
pendidikan, pemprov berwenang dalam penerbitan izin pendidikan 
menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin 
pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, 
pemprov juga berwenang melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang 
penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 
Dalam lampiran pembagian urusan pemerintah dalam bidang pendidikan, 
sudah jelas bahwa pengelolaan SMA/SMK sepenuhnya dialihkan kepada 
pemprov.  
Bertolakbelakang dengan Lampiran UU Pemda 2014, Pasal 50 ayat 
(5) UU Sisdiknas memberikan kewenangan kepada pemerintah 
kabupaten/kota. Disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan 
yang berbasis keunggulan lokal. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa 
pemerintah kabupaten/kota yang memikul tanggung jawab dalam hal 
pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan 
pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi. 
Dalam Pasal 50 ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah 
daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, 
pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah. 
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Ketidakselarasan antara UU Sisdiknas dan Lampiran UU Pemda 
2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penanggungjawab 
pengelolaan pendidikan menengah. Hal tersebut sangat disayangkan, 
mengingat Indonesia adalah negara hukum. Berbicara mengenai 
kepastian hukum maka tak bisa dilepaskan dari kepastian peraturan 
perundang-undangan. Salah satu asas dari delapan asas yang 
dirumuskan Fuller80 adalah asas bahwa tidak boleh ada peraturan 
perundang-undangan yang saling bertentangan. 
Salah satu cara yang bisa digunakan sebagai jalan keluar dari 
disharmoni peraturan perundang-undangan ialah dengan menerapkan 
asas hukum, yakni Lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat 
legi generalis, atau lex posterior derogat legi priori. 
UU Pemda 2014 lebih baru dibanding UU Sisdiknas yang disahkan 
pada tahun 2003. UU Pemda 2014 dan UU Sisdiknas sederajat, tetapi 
mengatur aspek hukum yang berbeda. UU Pemda 2014 mengatur tentang 
pemerintahan daerah, sedangkan UU Sisdiknas mengatur mengenai 
pendidikan. Jadi, tidak tepat apabila menggunakan asas lex posterior 
derogat legi priori sebagai jalan keluar. Lagipula, penggunaan asas 
tersebut biasanya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang baru. 
Dalam Pasal 409 UU Pemda 2014 disebutkan bahwa pada saat Undang-
Undang tersebut mulai berlaku maka: 
                                                          
80 Dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI 
Press, hlm.136-139, dalam Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan 
Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang 
(legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 294. 
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a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 
159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); dan 
d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 
sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Dalam Pasal tersebut, UU Sisdiknas tidak disinggung sama sekali. 
Lalu, dalam pasal 408 disebutkan bahwa pada saat UU Pemda 2014 
mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam UU Pemda 2014. Menurut penulis, peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang dimaksud adalah peraturan daerah. Jika UU Sisdiknas disebutkan 
pun, hal tersebut juga keliru, karena kedua undang-undang tersebut 




Apabila menggunakan asas lex specialis derogat legi generalis, 
maka UU Sisdiknas adalah lex specialis-nya. Namun, seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, kedua undang-undang tersebut mengatur dua hal 
yang berbeda. Jika tidak ada lampiran yang mengatur mengenai 
pembagian urusan pemerintah kabupaten/kota, pemprov dan pemerintah 
pusat dalam hal sub-urusan pendidikan, tidak akan ada perdebatan terkait 
siapa yang lebih berwenang mengelola pendidikan menengah. Sumber 
masalahnya adalah lampiran UU Pemda 2014.   
Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. 
Jadi, tidak heran jika pada proses pembentukan undang-undang, sistem 
hukum suatu negara akan sangat berpengaruh.81 Menurut A. Hamid S. 
Attamimi,82 dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dapat 
disusun sebagai berikut 
1. Cita hukum Indonesia; 
2. Asas negara berdasar hukum; 
3. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi; 
4. Asas-asas lainnya. 
 
Apabila menjadikan UUD NRI 1945 sebagai rujukan, kewenangan 
pengelolalan pendidikan harusnya berada pada pemerintah 
kabupaten/kota. Dalam Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa:  
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintah pusat.  
                                                          
81  Yuliandri, Op.Cit., hlm 31. 
82  A. Hamid S. Attamimi, 1993, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan 
Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Jakarta: Fakultas Hukum UI, hlm. 312, 
dalam Ibid., hlm. 115. 
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Urusan pemerintahan yang dikecualikan tersebut adalah politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan 
agama. Urusan-urusan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. Di luar urusan tersebut, termasuk urusan pendidikan, 
adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi 
yang seluas-luasnya.83 Hal tersebut berarti pengelolaan pendidikan 
merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah 
kabupaten/kota. Seperti yang kita ketahui titik berat pelaksanaan otonomi 
daerah berada di pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut 
dilatarbelakangi kenyataan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang lebih 
dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga 
diharapkan akan lebih mengerti kebutuhan di daerahnya dan dapat 
memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Maka dari itu, harus dipahami 
bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan 
diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Frasa “menjalankan otonomi seluas-
luasnya dalam Pasal 18 ayat (5) harus dimaknai sebagai kewenangan 
pemerintah daerah dalam menjalankan sendiri urusan pemerintahannya 
dan urusan-urusan tersebut tidak boleh dikurangi. Otonomi seluas-luasnya 
diamanatkan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 
                                                          
83 Muchamad Ali Safa’at, 2016, Konstitusionalitas Pengalihan Kewenangan 
Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Hlm 11. Lihat juga 
Pasal 10 ayat (1) UU Pemda 2014. 
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dan fiskal nasional, dan agama.  Lagi pula, menurut Sri Soemantri,84  
adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-
daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan oleh konstitusinya, akan tetapi 
karena masalah itu, merupakan hakikat dari negara kesatuan. 
Keragaman daerah menjadi perhatian utama dalam hubungan 
wewenang antara pemerintah pusat, pemprov dan perintah 
kabupaten/kota. Dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan 
bahwa: 
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” 
Hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah 
daerah didasarkan pada sistem residu. Wewenang pemerintah daerah 
merupakan sisa wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah 
pusat.85 Dalam sistem rumah tangga sisa atau residu terlebih dahulu 
ditentukan kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, sisanya menjadi 
urusan rumah tangga daerah. Sistem residu memungkinkan pemerintah 
daerah dengan cepat mengambil keputusan atau tindakan yang dianggap 
perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat.86 
Dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam 
membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 
                                                          
84 Sri Soemantri M, 1981, Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara, 
Jakarta: Rajawali, hlm 52, dalam Ni’matul Huda I, hlm. 29. 
85 Aminuddin Ilmar, 2007, “Hubungan Kewenangan Pemerintah dengan Pemerintah 
Daerah dalam Rangka Meningkatkan Demokratisasi Pemerintahan”, dalam Kapita 
Selekta Ilmu Hukum Edisi 1: Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, 2013, Makassar: Membumi Publishing, hlm. 290. 
86 Ni’matul Huda I, Op.Cit., hlm. 90. 
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pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, 
salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 
muatan. Yang dimaksud dengan asas tersebut  adalah bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 
memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 
peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan umum, disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis 
peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
   Undang; 
d.Peraturan Pemerintah; 
e.Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 mewajibkan setiap materi undang-
undang harus mencerminkan beberapa asas diantaranya adalah asas 
kenusantaraan dan asas bhineka tunggal ika. Asas kenusantaraan yang 
dimaksud adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah 
Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat 
di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kemudian, dalam penjelasan 
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undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan  asas bhinneka tunggal 
ika  adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 
khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Dalam UU Pemda 2014 mengabaikan hal tersebut, yang 
mana UUD NRI 1945 tidak dipatuhi dan keragaman daerah diabaikan 
dengan memberikan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemprov 
yang membawahi banyak kabupaten/kota dengan keragaman penduduk, 
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya yang 
dimiliki. 
Dalam UU Pemda 2014 kriteria pembagian urusan pemerintahan 
konkuren tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan 
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip 
tersebut, dalam pasal 13 ayat (3), kriteria urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah provinsi ialah 
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 
 kabupaten/kota; 
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 
 kabupaten/kota; 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
 lintas   Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih   
 efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (4) UU Pemda 2014, kriteria urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ialah 




b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 
kabupaten/kota; 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 
hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 
efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 
 Berdasarkan kriteria dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda 
2014 tersebut, maka pengelolaan pendidikan menengah adalah urusan 
kabupaten/kota. Menurut Muchamad Ali Safa’at dalam tulisannya 
“Konstitusionalitas Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan 
Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi” ketentuan tersebut 
disebabkan oleh beberapa hal: 
1. Lokasi sekolah menengah ada di kabupaten/kota. 
2. Peserta didik pendidikan menengah secara umum adalah penduduk 
suatu kabupaten/kota. 
3. Penerima manfaat pengelolaan pendidikan menengah adalah 
masyarakat kabupaten/kota setempat. 
4. Penyelenggaraan pendidikan menengah lebih efisien oleh 
kabupaten/kota dilihat dari sisi jangkauan wilayah dan besaran 
organisasi yang diperlukan.87 
5. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya adalah 
penduduk daerah kabupaten/kota. Akan lebih mudah untuk 
pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur penempatan mereka. 
6. Pengawasan akan lebih mudah, jika dikelola oleh pemerintah 
kabupaten/kota karena rentang kendali yang dekat. 
                                                          
87 Muchamad Ali Safa’at, Op.Cit., hlm. 13. 
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7. Pemerintah kabupaten/kota akan lebih mudah mengatur 
penganggaran untuk pengelolaan pendidikan menengah. 
8. Pemerintah kabupaten/kota yang lebih tahu prioritas terkait 
pendidikan menengah di daerahnya 
Selain itu, Masyarakat akan lebih aktif mengawasi dan melakukan 
pengaduan apabila ada yang keliru pengelolaan SMA/SMK. Komunikasi 
kepala daerah kabupaten/kota juga akan lebih mudah dengan para pihak 
terkait, dalam hal pengelolaan SMA/SMK. 
Dari ketentuan Pasal 13 UU Pemda 2014 tersebut dapat diketahui 
bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup 
kewenangan lintas kabupaten/kota. Kewenangan provinsi sebagai daerah 
otonom juga termasuk di dalamnya kewenangan yang tidak atau belum 
dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.88 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, pemerintah 
pusat masih memiliki wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 16 
UU Pemda 2014, yakni 
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka 
 penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan 
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
 penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
 kewenangan daerah. 
Untuk urusan pendidikan, pemerintah pusat masih memiliki peranan 
yang cukup besar, antara lain meliputi perumusan atau pembuatan 
kebijakan nasional, mengenai kurikulum nasional, persyaratan-peryaratan 
pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, 
                                                          
88 Jimly Asshiddiqie I, Op.Cit., hlm. 233-234. 
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persyaratan tentang pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di setiap 
jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya.89  
Dalam Pasal 50 ayat (2) UU sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah 
menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk 
menjamin mutu pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan tersebut 
digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan 
prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan 
menengah; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan 
karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan 
kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, 
penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal 
(pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah; 
c. fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di 
lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan; 
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pendidikan dasar dan menengah; 
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan 
dasar dan menengah; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan 
menengah; 
g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 
 
Pemprov sebelum diberikan kewenangan dalam mengelola 
pendidikan menengah juga memiliki peran yang cukup berarti. Dalam 
                                                          
89 Engkoswara & Aan Komariah, Op.Cit., hlm. 292. 
 58 
 
Pasal 50  ayat (4) UU Sisdiknas, pemprov diberikan kewenangan dalam 
melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan 
tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan 
pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar 
dan menengah.  
Dengan diaturnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, 
pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota. Maka, tidak perlu ada 
persoalan mengenai apakah otonomi akan diberikan di tingkat provinsi 
atau kabupaten/kota. Seperti yang kita ketahui, provinsi ataupun 
kabupate/kota merupakan daerah otonom90 yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem NKRI. Menurut Jimly Asshiddiqie,91 jika sasaran otonomi di 
daerah kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan atau belum dapat 
dicapai, maka koordinasi dan sasaran otonominya, sementara waktu 
dipusatkan di provinsi. Pemerintah provinsi bertanggungjawab untuk 
mengoordinasikan dan mempersiapkan segala sesuatunya sampai daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan siap melaksanakan otonomi yang 
diharapkan. 
UU Sisdiknas telah membagi kewenangan penyelenggaraan 
pendidikan antara pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah 
kabupaten/kota sedemikian rupa. Ketentuan dalam undang-undang 
                                                          
90 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit.., hlm. 237. 
91 Ibid., hlm. 237. 
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tersebut jauh lebih relevan, dengan memberikan kewenangan kepada 
pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan dasar dan 
menengah. Hal tersebut sesuai dengan semangat  otonomi seluas-
luasnya yang diberikan kepada daerah.  
 
B. Implikasi Hukum Pengalihan Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK 
  kepada Pemerintah Provinsi 
 Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK berimplikasi pada 
manajemen pendidikan menengah yang meliputi personel, pembiayaan, 
sarana dan prasarana, serta dokumen yang beralih kepada pemprov. 
Berikut  pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam 
Lampiran UU Pemda 2014. 
Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan  






















































































































































































    Dari tabel tersebut, sub-urusan pendidikan dibagi sedemikian rupa, 
sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota kehilangan sebagian 
kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diberikan 
kewenangan untuk mengelola PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah. Kewenangan tersebut dalam rangka otonomi seluas-luasnya 
yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Otonomi seluas-luasnya yang di 
dalamnya termasuk pengelolaan pendidikan direduksi melalui Lampiran 
UU Pemda 2014.  
Adapun perincian pembagian urusan pemerintahan bidang 
pendidikan yang merupakan substansi urusan pemerintahan bidang 
pendidikan yang tercantum dalam Lampiran UU Pemda 2014 adalah 
sebagai berikut 
1. Sub urusan manajemen pendidikan: 
a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan 
pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan 
c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan 
pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota. 
2. Sub urusan kurikulum: 
a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, 
pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan 
nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan 
muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah 
provinsi; dan 
c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, 
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
3. Sub urusan perizinan pendidikan: 
a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan 
masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan 
pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; 
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b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan 
masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang 
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah 
provinsi; dan 
c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan 
masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat 
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
4. Sub urusan bahasa dan sastra: 
a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat; 
b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi 
kewenangan Daerah provinsi; dan 
c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah 
kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 
 Dari rincian tersebut, bisa diketahui bahwa pemerintah 
kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK. 
Penetapan kurikulum lokal dan penerbitan izin pendidikan menengah yang 
diselenggarakan masyarakat juga ditentukan sebagai kewenangan 
pemprov. Selain itu, penerbitan izin pendidikan khusus yang 
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan daerah provinsi. 
Dalam lampiran UU Pemda 2014 juga disebutkan bahwa: 
Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan 
manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-
masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan 
tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun, karena dalam matriks 
pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan 
bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh 
jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan 
ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pendidik 
dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh 
jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah provinsi 
atau daerah kabupaten/kota. 
Pengalihan pendidikan menegah kepada pemerintah provinsi, 
menimbulkan tanda tanya besar. Jika tujuan pengalihan tersebut agar 
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pemerintah kabupaten/kota lebih fokus membenahi pendidikan dasar, 
PAUD, dan Dikmas, maka alasan tersebut sulit dipahami. Berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS), persentase 
buta huruf dari yang pada tahun 1961 sebesar 57,1 persen menjadi 4,4 
persen pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut juga terjadi 
penurunan kesenjangan buta huruf dilihat dari sisi gender, dimana selisih 
persentase penduduk buta huruf perempuan dan laki-laki semakin 
mengecil. Penurunan buta huruf ini juga terjadi baik di daerah perkotaan 
maupun pedesaan. Dilihat menurut kelompok umur, penurunan buta huruf 
yang sangat nyata terjadi pada kelompok umur muda (10–24 tahun), 
dimana pada tahun 2014 persentasenya relatif sangat kecil (di bawah satu 
persen).92 Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa pemerintah selalu 
berusaha meningkatkan pembangunan pendidikan. Tidak bisa diingkari 
bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memegang kendali dari tahun 
2001 memiliki peran dalam peningkatan tersebut. 
Salah satu yang diatur dalam Lampiran UU Pemda 2014 adalah 
penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang menjadi 
kewenangan pemprov. Hal tersebut berarti pemerintah kabupaten/kota 
tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal. 
Padahal seperti yang kita ketahui Negara Indonesia memiliki wilayah yang 
sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya. 
Setiap suku ataupun daerah memiliki aneka ragam kebudayaan seperti  
                                                          
92 Badan Pusat Statistik, 2015, Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: Badan 
Pusat Statistik. hlm 43. 
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adat istiadat, tatakrama pergaulan, bahasa dan tulisan, legenda, agama 
dan kepercayaan, serta nilai-nilai sosial. Kenyataan tersebut harusnya 
dijadikan sebagai alasan kuat agar kewenangan penetapan kurikulum 
muatan lokal berada di tangan pemerintah kabupaten/kota bukan 
pemerintah provinsi.  
Otonomi daerah yang di dalamnya termasuk desentralisasi 
pendidikan harusnya didukung dan diperkuat. Brian C. Smith,93 
mengemukakan bahwa desentralisasi memiliki peran penting di dalam 
proses demokratisasi. Smith,94 seperti yang  dikutip dalam Ni’matul Huda, 
membuat sembilan hipotesis yang berkaitan dengan konsekuensi politik 
desentralisasi.  
Pertama, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan 
semakin berpeluang bagi adanya distribusi kekuasaan. Kedua, 
semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, secara 
politik masyarakatnya akan semakin terdidik. Ketiga, semakin 
terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, sistem itu semakin 
stabil. Keempat, semakin besar desentralisasi yang diberikan, 
pemerintah itu akan semakin dekat dengan warga negaranya. 
Kelima, desentralisasi sebagai ajang latihan bagi kepemimpinan 
politik yang dapat memobilisasi pelbagai kegiatan politik dan 
artikulasi kepentingan. Keenam, semakin besar desentralisasi, 
semakin tinggi partisipasi masyarakat. Ketujuh, semakin tinggi 
tingkat desentralisasi, semakin besar potensi konflik yang akan 
muncul. Konflik itu bisa terjadi di antara pusat dan daerah maupun 
daerah itu sendiri. Kedelapan, semakin besar desentralisasi, 
semakin kurang dukungan terhadap eksistensi persaingan bebas 
(laissez-faire) dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan 
pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Kesembilan, 
semakin besar desentralisasi, semakin besar tingkat akuntabilitas 
dari pejabat di daerah.  
                                                          
93  Brian C. Smith, 1985, Decentralization: The Teritorial Dimention of the State, 
London: George Alen & Unwin, hlm. 145-147, dalam Ni’matul Huda I, Op. Cit., hlm. 72. 
 94 Ibid., hlm 72. 
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Beberapa keuntungan atau manfaat dari kebijakan desentralisasi 
antara lain, efisiensi, partisipasi, dan demokratisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Pakar-pakar seperti Rondinelli, Roy Bahl, 
Cheeme dan Sabir, dan lain-lain dalam pelbagai studi yang dilakukan, 
menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi, ada manfaat yang dapat 
diperoleh terkait tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yakni 
sebagai berikut 
1. Efisiensi dan efektivitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan. 
a. Efisiensi 
Pemerintah bisa melakukan pendelegasian kewenangan dan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan. Melalui desentralisasi, 
pemerintah tidak mesti selalu terlibat langsung sebagaimana di dalam 
tugas-tugas yang terlalu sentralistis. Hal tersebut tentu berpengaruh 
dalam pengehematan pembiayaan. 
b. Efektivitas 
 Melalui desentralisasi, aparat-aparat di daerah akan lebih cepat 
mengetahui situasi dan masalah serta mencarikan solusi. 
2. Memungkinkan melakukan inovasi 
Secara tidak langsung, desentralisasi akan mendorong pemerintah 
daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung 
pelaksanaan urusan pemerintahan. 
3.  Meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas. 
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Aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kesadaran moral 
untuk memelihara kepercayaan yang telah diberikan.95 
Fiske menyatakan bahwa tujuan desentralisasi pendidikan adalah 
peningkatan pendidikan, efisiensi administrasif, efisiensi keuangan, 
tujuan-tujuan politik, efek ekuitas (educational improvement, administrative 
efficiency, financial efficiency, political goals, effect on equity).96 
Dari teori-teori yang dikemukakan beberapa pakar di atas, kita tentu 
sepakat bahwa akan lebih baik apabila pengelolaan pendidikan menjadi 
kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dari segi efisiensi, efektivitas 
dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 
pemerintah kabupaten/kota dengan rentang kendali yang dekat memiliki 
peluang yang besar untuk mencapainya. Untuk mencapai manfaat dan 
tujuan dari desentralisasi pendidikan, maka dibutuhkan komitmen dari 
semua pihak, baik pemerintah pusat, pemprov, maupun pemerintah 
kabupaten/kota.  
 Dalam hal pembiayaan, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan 
dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan tersebut, tentu 
meringankan pemerintah pusat. Berikut adalah diagram total belanja 
pemerintah pusat, pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota dalam 
pembiayaan pendidikan. 
                                                          
95  Bambang Yudoyono, 2003, Otonomi Derah:  Desentralisasi dan Pengembangan 
SDM Aparatur Pemdadan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 21-23. 




Gambar 1. Belanja pemerintah untuk pendidikan menurut tingkatan  
     pendidikan, 2009 
 
Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data Kemenkeu dan APBD 
Dari gambar di atas,97 sudah jelas bahwa pemerintah daerah 
kabupaten/kota melakukan pembiayaan yang hampir merata untuk setiap 
tingkatan pendidikan. Pemprov hanya membiayai 6% untuk SMA, 
sedangkan pemerintah kabupaten/kota menanggung biaya sebanyak 
53%, selebihnya oleh pemerintah pusat. Untuk perguruan tinggi, 
pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki andil dalam hal pembiayaan, 
karena kewenangan pengelolaan perguruan tinggi sepenuhnya dimiliki 
oleh pemerintah pusat. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa 
                                                          
 97-Al-Samarrai, 2013, Local Governance and Education Performance: a Survey of the 
Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Human Development. 





































pemerintah kabupaten/kota berusaha mengelola pendidikan di daerahnya 
dengan serius. Namun demikian, pengelolaan pendidikan di segala 
jenjang harus terus ditingkatkan karena kualitas pendidikan Indonesia 
tertinggal jauh dari negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Jepang, 
misalnya. Dari data tersebut pula, dapat dilihat komitmen pemerintah 
kabupaten/kota dalam hal membiayai pendidikan di daerahnya. Maka dari 
itu, tanpa dialihkan pun, pemerintah kabupaten/kota bisa lebih fokus untuk 
semua jenjang pendidikan dan bisa menjalankan wajib belajar 12 tahun. 
Setelah dialihkan, maka pemprov harus mencari cara untuk menambah 
anggaran agar bisa membiayai pengelolaan pendidikan menegah. Cara 
yang mungkin cukup ampuh adalah dengan suntikan dana dari 
pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (selanjutnya disingkat 
DAU). 
Kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah merupakan kunci penentu 
dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Kesempatan untuk 
mengecap pendidikan bervariasi antardaerah di Indonesia. Tingkat 
kemiskinan, faktor geografis dan sosial-ekonomi lainnya ialah sebagian 
alasan di belakang keragaman tersebut. Daerah yang memiliki 
perencanaan dan penganggaran yang baik serta tingkat persepsi korupsi 
yang lebih rendah mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Kelemahan-
kelemahan pemerintah daerah harus diatasi untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan.98 Maka dari itu, harus dipahami bahwa meningkatkan mutu 
                                                          
98 Ibid. hlm. 2. 
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pendidikan, tidak saja menata sekolah ataupun hanya memperbarui 
ataupun mengubah kurikulum. Harus ada kerjasama dari berbagai pihak 
untuk mencapai kualitas terbaik pendidikan. Kualitas terbaik dari 
pendidikan bisa dicapai jika komponen-komponen dalam proses 
pendidikan, yang terdiri dari kurikulum, tenaga pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik, anggaran pendidikan, serta sarana dan 
prasarana, dikelola dengan baik.99 
Terkait efektivitas, pemerintah kabupaten/kota yang rentang 
kendalinya dekat dengan pihak terkait pengelolaan SMA/SMK, akan lebih 
paham mengenai kebutuhan ataupun permasalahan beserta solusinya 
yang berhubungan dengan pengelolaan SMA/SMK. Selain itu, partisipasi 
masyarakat tidak boleh dianggap kecil. Masyarakat  harus dilibatkan 
dalam kebijakan pemerintah. Mereka akan lebih mudah memberikan 
masukan kepada pemerintah kabupaten/kota apabila ada sesuatu yang 
dianggap keliru dalam pengelolaan SMA/SMK. Hal tersebut memudahkan 
pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya. 
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu melakukan inovasi-
inovasi dan menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya terkait 
penyelenggaraan urusan pemerintah. Terkait pengelolaan SMA/SMK, jika 
kewenangan ada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota, maka 
mereka bisa memberikan ruang terhadap kearifan lokal dan budaya yang 
                                                          
99 Gunawan Widi Prastyo, 2012, “Manajemen Kurikulum Berbasis Informatika di 
Sekolah Menengah Kejuruan”, Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 23, No. 6, Malang: 




ada di daerahnya dalam kurikulum muatan lokal. Sayangnya, pemerintah 
kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan tersebut. 
Melalui desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa 
meningkatkan komitmen dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
Tak hanya mempertanggungjawabkan ke pemerintah pusat, tetapi lebih 
dari itu, pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab kepada 
masyarakat. Kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang 
diberikan masyarakat, akan mendorong mereka untuk selalu berupaya 
meningkatkan pelayanannya. Sejauh ini, kita bisa melihat komitmen dari 
pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan agar lebih baik 
lagi, misalnya dengan menggratiskan pendidikan dasar dan menengah. 
Walaupun pemerintah pusat hanya mencanangkan wajib belajar selama 
sembilan tahun, tetapi sebagian daerah telah merintis wajib belajar 
selama duabelas tahun. Di kabupaten Luwu Utara, misalnya, penulis telah 
merasakan pendidikan gratis pada saat duduk di bangku SMA, yakni pada 
tahun 2009, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Di Kota 
Surabaya sendiri, SMA/SMK juga gratis. Pemerintah Kota Surabaya 
menganggarkan 600 Milliar untuk pengelolaan SMA/SMK.100 Selain itu, 
Pemerintah Kota Blitar, salah satu pemerintah daerah yang menolak 
pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK, telah memberikan pelbagai 
tunjangan kepada pelajar mulai SD hingga SMA. Tunjangan tersebut 
                                                          
100 Putu Merta Surya Putra, 2016, Risma: SMA di Surabaya Gratis, Tak Perlu 
Dialihkan ke Provinsi, diakses dari http://m.liputan6.com/news/read/2526294/Risma-




antara lain: sepatu, seragam, buku, alat tulis, dan tas gratis, pembebasan 
pembayaran uang sekolah, hingga pemberian tablet gratis. Pemberian 
tunjangan tersebut telah dilaksanakan sejak lima tahun terakhir.101 Melalui 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Program Rintisan 
Wajib Belajar 12 Tahun, Walikota Blitar merintis program wajib belajar 12 
tahun. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
menjamin terlaksananya pelaksanaan program rintisan wajib belajar 
duabelas tahun di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 
daerah tanpa memungut biaya. Selain itu, Pemerintah Daerah Blitar juga 
memberikan bantuan biaya penyelenggaaan dan/atau pengelolaan 
pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah atau 
masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah. 
Pemerintah harusnya berada di barisan pemerintah kabupaten/kota 
untuk merintis program wajib belajar duabelas tahun, bukan malah 
mencabut kewenangan pengelolaan SMA/SMK. Jika ada daerah yang 
belum bisa menyelenggarakan pendidikan gratis dan belum bisa merintis 
program wajib belajar duabelas tahun maka disitulah tugas pemerintah 
pusat untuk mendorong daerah tersebut. Kekurangan pemerintah 
kabupaten/kota harus ditutupi dengan kemampuan yang dimiliki 
pemerintah pusat, bukan malah dicabut kewenangannya. 
                                                          
101.Hari Tri Wasono, 2016, Ngotot Kelola SMA/SMK, Blitar Gugat UU Pemda, diakses 
dari http://m.tempo.co/read/news/2016/03/07/079751544/Kelola-SMA-SMK-Blitar-Gugat-
UU-Pemda, diakses pada 8 November 2016. 
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Berbicara mengenai sistem pendidikan bukan berbicara mengenai 
sistem jangka pendek melainkan perencanaan jangka panjang. Tidak pula 
berbicara tentang pemerintah kabupaten/kota saja, tetapi pemprov dan 
pemerintah pusat harus turut serta dan bahu-membahu membenahi 
pendidikan di Indonesia. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota barulah 
berumur limabelas tahun dalam mengelola pendidikan baik pendidikan 
dasar maupun pendidikan menengah. Masih ada kekurangan, sudah 
tentu, tetapi data yang ada menunjukan peningkatan dari segi kuantitas 
dan kualitas mengalami tren positif.  
Selama ini pelaksanaan otonomi daerah selalu menghadapi kendala 
P3D, sehingga otonomi yang dianggap ideal menjadi sulit untuk 
direalisasikan. Daerah dipandang belum mampu untuk melaksanakan 
otonomi daerah karena yang diserahkan ke daerah hanya urusannya, 
sedangkan aspek pendukungnya—yakni P3D—tidak diserahkan ke 
daerah. Hal tersebut dipandang menyebabkan beban daerah semakin 
bertambah. Namun demikian, seiring berjalannya waktu pemerintah 
kabupaten/kota dapat mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut terbukti 
dari meningkatnya kuantitas ataupun kualitas dari pelayanan publik, 
termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut dapat 
dilihat dari menurunnya angka buta huruf. Persentase Penduduk yang 
melek huruf berumur 15-19 tahun di daerah desa dan perkotaan pada 
tahun 2000 tercatat 98,69 persen dan pada tahun 2014 tercatat pada 
99,56 persen. Hampir semua anak umur 7–15 tahun memperoleh 
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kesempatan untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar. Hal 
tersebut bisa dilihat dari tingginya nilai Angka Partisipasi Sekolah 
(selanjutnya disingkat APS) tahun 2014 pada kelompok umur 7–12 tahun 
(98,9 persen) dan kelompok umur 13–15 tahun (94,4 persen),102 dan 
kelompok umur 16-18 (70,3 persen).103  
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota telah 
berusaha meningkatkan peluang yang sebesarnya-besarnya kepada 
masyarakat untuk mengakses pendidikan. Meningkatnya APS dipengaruhi 
oleh beberpa faktor: pembangunan infrastruktur atau prasarana sekolah, 
pemberian Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin.104 
Data menunjukkan pada tahun 2013-2014 jumlah SMA ada 12.409, guru 
berjumlah 278.711, dan murid berjumlah 4.292.288. Sementara itu, SMK 
berjumlah 11.726, guru berjumlah 186.401, murid  berjumlah 4.199.657.  
   Penyediaan sarana dan prasarana ialah salah satu komitmen 
pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pendidikan serta 
memberi ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mengakses pendidikan. Di Luwu Utara misalnya, tercatat pada tahun 2015 
jumlah SMA/sederajat berjumlah 47 sekolah dan menyebar di setiap 
kecamatan.105 Dulu, tak jarang warga di Luwu Utara harus menempuh 
perjalanan jauh ke Kabupaten Luwu untuk dapat mengakses pendidikan 
menengah. Perjalanan jauh tersebut, hanya tinggal kenangan. Pemerintah 
                                                          
102 Badan Pusat Statistik, Op.Cit., hlm 43. 
103 Ibid., hlm. 45. 
104 Ibid., hlm 45. 
   105 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara, 2015, Luwu Utara dalam 
Angka 2015, Luwu Utara: BPS  Luwu Utara. hlm 60, diunduh pada 10 Desember 2016. 
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Luwu Utara berhasil memotong rentang yang jauh tersebut dengan 
membangun sekolah-sekolah di setiap kecamatan.  
Pengelolaan pendidikan pernah ditangani oleh pemerintah pusat, lalu 
kemudian dari tahun 2001 dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota, 
dan kemudian dialihkan kepada pemprov. hal tersebut membuktikan 
bahwa suatu urusan pemerintah bisa bergeser kapan saja. Meskipun 
demikian, pengalihan suatu urusan harus memerhatikan peraturan yang 
ada dan manfaat dari pengalihan tersebut. Pengelolaan pendidikan akan 
lebih bermanfaat apabila dikendalikan oleh pemerintahan kabupaten/kota. 
hal tersebut bisa dilihat dari dari data yang ada.  
 Pemerintah mungkin harus mencontoh pengelolaan pendidikan di 
Finlandia, salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik. Menurut 
survei yang dilakukan oleh OECD106 (Organisation for Economic Co-
operation and Development) pada tahun 2015, Finlandia menempati 
urutan ke-6 dari sepuluh negara dengan pendidikan terbaik.107 Sementara 
itu, dalam survei daya saing global yang dirilis oleh World Economic 
Forum (WEF),108 Finlandia menempati urutan kedua dalam daftar negara 
                                                          
106.Dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan 
Ekonomi, salah satu organisasi multinegara yang didirikan untuk mempererat kerjasama 
dan pembangunan ekonomi antarnegara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang 
berkelanjutan.  
107 Dini Teja, 2015, Ini 10 Negara Bersistem Pendidikan Terbaik Dunia, diakses dari 
https://m.tempo.co/read/news/2015/05/15/215666403/ini-10-negara-bersistem-
pendidikan-terbaik-dunia, diakses pada 2 November 2016. 
108 Forum Ekonomi Dunia atau WEF adalah sebuah yayasan organisasi non-profit 
yang terdiri dari pelaku bisnis, cendekiawan politikus dan pemimpin masyarakat. 
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dengan tingkat pendidikan paling baik di dunia.109 Untuk pendidikan 
nasional, diorganisir pada dua tingkatan. Kebijakan pendidikan menjadi 
tanggung jawab kementerian pendidikan dan kebudayaan. Badan 
Pendidikan Nasional Finlandia bertanggungjawab untuk 
pengimplementasian dari kebijakan pendidikan. Badan pendidikan 
nasional tersebut, bekerjasama dengan kemendikbud untuk 
mengembangkan dan memperkuat tujuan, konten, dan metode pendidikan 
untuk pendidikan anak usia dini (umur 0-5 tahun), pre-primary (ditempuh 
satu tahun oleh anak umur enam tahun), pendidikan dasar, pendidikan 
menegah dan pendidikan untuk orang dewasa. Untuk pelaksanaan di 
tingkat daerah, umumnya tanggung jawab berada di tangan pemerintah 
daerah, yakni pemerintah municipal ataupun gabungan dari municipal. 
Mereka  membuat keputusan tentang alokasi dana, kurikulum lokal, dan 
perekrutan personel. Pemerintah municipal juga memiliki otonomi untuk 
mendelegasikan decision-making power ke sekolah-sekolah. Biasanya, 
kepala sekolah yang merekrut staf untuk sekolahnya.110 
Di negara tersebut, pendidikan menengah disediakan oleh 
pemerintah daerah, konsorsium kota atau organisasi yang disahkan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian besar sekolah 
menengah atas di Finlandia dijalankan oleh pemerintah daerah. Tanggung 
                                                          
109 Vina A Muliana, 2016, 6 Negara dengan Tingkat Pendidikan Terbaik di Dunia, 
diakses dari http://bisnis.liputan6.com/read/2618514/6-negara-dengan-tingkat-
pendidikan-terbaik-di-dunia, diakses pada 2 November 2016. 
110 Ministry Of Education et.al, 2012, Lihat  Education in Finland, Espoo: Finnish 
National Board of Education, CIMO. hlm. 12, diunduh pada 14 Oktober 2016. 
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jawab untuk pendanaan pendidikan dibagi antara negara dan pemerintah 
daerah.  Selain itu, di Finlandia, pendidik minimal harus bergelar master. 
Pelaksanaan program dan layanan publik di negara berpenduduk 5,3 
juta tersebut, didominasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah 
yakni pemerintah municipal bertugas untuk memberikan layanan kepada 
warganya. Layanan tersebut termasuk di dalamnya adalah 
penyelenggaraan pendidikan prasekolah, pendidikan primer, pendidikan 
sekunder, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan layanan 
perpustakaan.111 Pemerintah daerah membiayai sebesar 43% untuk 
SMA/SMK, sementara itu, pemerintah Finandia membiayai sebesar 57%. 
Siswa tidak dipungut biaya, bahkan untuk makan siang dan perawatan 
kesehatan juga gratis. Siswa hanya membeli buku. Sekolah dan 
pemerintah daerah yang memilih buku ajar.112 
Pendapat bahwa pemerintah kabupaten/kota yang harus mengelola 
pendidikan bersandar pada pemahaman bahwa keuntungan dari 
desentralisasi pendidikan adalah efektivitas dan akuntabilitas. Pemerintah 
kabupaten/kota yang paling paham kondisi pendidikan di daerahnya dan 
mereka juga yang paling paham akan kebutuhannya. Konsep 
desentralisasi pendidikan ini harus dimaknai positif. Responsif  dalam hal 
menghadapi keluhan masyarakat, berhak dalam menentukan kurikulum 
                                                          
111 The Association Of Finnish Local And Regional Authorities & Tyler Sutton, 2011, 
Restructuring Local Government in Finland, diakses dari 
http://www.localfinland.fi/en/authorities/Documents/Article%20on%20Restructuring%20Lo
cal%20Government%20in%20Finland.pdf diunduh pada 14 Oktober 2016. 
112 Betsy Brown Ruzzi, 2005, Finland Education Report, diakses dari 
http://www.ncee.org/wp-content/uploads/2010/04/Finland-Education-Report.pdf hlm 6, 
diunduh pada 14 Oktober 2016. 
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bermuatan lokal, anggaran pendidikan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan, rentang kendali yang dekat, serta masyarakat akan lebih 
mudah mengawasi pengelolaan pendidikan. 
Berdasarkan Lampiran UU Pemda 2014, wewenang pengelolaan 
SMA/SMK dialihkan kepada pemprov. pengalihan tersebut menimbulkan 
implikasi hukum terhadap P3D. Personel yang terdiri dari pendidik dan 
tenaga kependidikan, akan beralih menjadi pegawai provinsi.113 Maka dari 
itu, segala hal yang terkait dengan pengangkatan, perpindahan, 
pemberhentian pendidik dan/atau tenaga kependidikan menjadi 
kewenangan pemprov. Pemerintah kabupaten/kota tak lagi memiliki 
wewenang akan hal tersebut.  Penyediaan , distribusi, serta pemeliharaan 
sarana dan prasarana sekolah juga menjadi tanggung jawab pemprov. 
Tanah beserta gedung sekolah beralih menjadi aset provinsi. 
Mengenai pembiayaan SMA/SMK penganggarannya menjadi 
wewenang pemprov, dan sama halnya ketika dikelola pemerintah 
kabupaten/kota, pemerintah pusat masih membantu dengan dana dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN). 
Karena sudah diahlihkan, pemerintah kabupaten/kota bisa lebih fokus 
pada pembiayaan PAUD dan pendidikan dasar. Pembiayaan ini juga 
mencakup gaji, tunjangan, biaya operasional kantor, dan biaya perawatan 
sarana dan prasarana. Sebelum dialihkan, pemprov sebenarnya memiliki 
andil dalam pembiyaan pendidikan. Mereka bisa membantu pemerintah 
                                                          
113 Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan 
pendidikan selain tenaga pendidik.  
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kabupaten/kota dalam hal pembiayaan melalui APBD provinsi.  Segala hal 
yang berkaitan dengan dokumen sekolah juga dialihkan. Dokumen yang 
dimaksud adalah semua berkas yang berisi informasi yang terkandung 
dalam arsip secara global.114 
Berikut adalah perbandingan pengelolaan pendidikan menengah 
antara Indonesia dan Finlandia. 
Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Pendidikan Menengah antara 
Indonesia dan Finlandia 
No. Substansi perbandingan Indonesia115 Finlandia 


















                                                          
114 Lihat Surat Dinas Pendidikan Kota Semarang Perihal Pengisian Format P3D,  
diakses dari http://disdik.semarangkota.go.id/v15/content/files/20151207-161315.pdf 
diakses pada 19 Oktober 2016. 
115 Kewenangan berdasarkan UU Pemda 2014 
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Dari tabel tersebut, bisa diketahui bahwa kewenangan pemerintah 
daerah di Finlandia sangat besar. Berbeda dengan pengelolaan 
pendidikan Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan pemprov. 
Sebenarnya, sebelum disahkannya UU Pemda 2014, kewenangan 
pemerintah kabupaten/kota cukup besar. 
Perbedaan yang cukup mencolok dari pengelolaan pendidikan 
antara Finlandia dan Indonesia adalah kualifikasi guru. Guru di Indonesia 
hanya diwajibkan memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh dari 
pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. 
Sementara itu, guru di Finlandia diwajibkan bergelar master.  
Ada anggapan bahwa dengan pengalihan kewenangan pengelolaan 
pendidikan menengah, maka mutasi guru akan lebih mudah dilakukan. 
Perlu dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah menutup 
akses untuk itu. Mutasi guru bisa dilakukan meskipun tanpa pengalihan 
pengelolaan kepada pemprov. Dalam Pasal 50 ayat (4) UU Sisdiknas 
disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan 
penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah 
kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemprov 
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telah diamanatkan dalam hal koordinasi  pengembangan tenaga 
kependidikan. Melalui dinas pendidikan provinsi, pemprov melaksanakan 
tugas, fungsi serta wewenanganya dalam hal penyelenggaraan 
pendidikan. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari kewenangan dinas 
pendidikan provinsi adalah terkait pemindahan pendidik dan tenaga 
kependidikan pegawai negeri sipil antarkabupaten/kota. Pemprov juga 
berwenang dalam hal pengalokasian tenaga potensial pendidik dan 
tenaga pendidikan di daerah. Selain itu, dinas pendidikan pemprov 
berwenang melakukan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan 
pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah.116 Sebenarnya, sulit tidaknya mutasi 
guru antarkabupaten atau antarkota, bukan di situ letak masalahnya. 
Masalahnya terletak pada kualitas guru. Masing-masing sekolah harus 
memiliki guru yang berkualitas. Masalah tersebut yang harus dipecahkan 
masing-masing pemerintah kabupaten/kota, pemprov dan pemerintah 
pusat. Pemerintah harusnya berani menetapkan kualifikasi guru minimal 
bergelar sarjana pendidikan dari universitas keguruan yang berakreditasi. 
Pemerintah harus membenahi rekruitmen guru, jangan asal sarjana, lalu 
dijadikan sebagai pendidik. Selain itu, pemerintah harus bekerjasama 
dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana sekolah. 
Semakin banyak sekolah yang dibangun, semakin besar peluang setiap 
                                                          




warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah juga harus 
mendorong pendidik untuk mau mengabdi di pelosok-pelosok negeri. 
Jika fungsi koordinasi dijalankan, mestinya pengalihan SMA/SMK tak 
perlu dilakukan. Pemprov sebagai wakil dari pemerintah pusat, hendaknya 
melaksanakan apa yang sebelumnya menjadi kewenangannya. Fungsi 
koordinasi tersebut sangat penting guna menghindari kesenjangan 
pendidikan antardaerah dalam satu provinsi. Dengan pengalihan tersebut, 
itu artinya ada sekitar 12.409 SMA, 278.711 guru SMA, dan 4.292.288 
Murid SMA, 11.726 SMK, 186.401 guru SMK , dan 4.199.657 murid SMK 
akan menjadi tanggung jawab pemprov. Rencananya, pengalihan tersebut 
akan rampung di awal tahun 2017. Sulit membayangkan urusan 
pemerintah kabupaten/kota dikelola oleh pemprov. Urusan yang tadinya 
telah diberikan sejak otonomi diberlakukan kini ditarik. Tentu ada 
ketakutan bahwa pengelolaan SMA/SMK menjadi tidak efisien dan sulit 














Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya, maka penulis berkesimpulan: 
1. Disharmoni antara UU Sisdiknas dan UU Pemda 2014 terletak pada 
perbedaan pemberian kewenangan pengelolaan pendidikan. Dalam 
Pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pemerintah 
Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 
Namun, dalam Lampiran UU Pemda 2014, pengelolaan pendidikan 
menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi. 
Sebenarnya, pada Pasal 12 UU Pemda 2014, pendidikan adalah 
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Pada Pasal 13 juga diatur pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara pemerintah pusat, pemprov, serta pemerintah 
kabupaten/kota. Jika teguh akan isi pasal-pasal tersebut, harusnya 
pada Lampiran UU Pemda, pengelolaan SMA/SMK tetap menjadi 
kewenangan  pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu, jika 
merujuk pada Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyebutkan 
bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
maka pengelolaan pendidikan yang termasuk pelayanan dasar 
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merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Dilihat dari sisi 
kemanfaatan, pengelolaan pendidikan lebih baik apabila dikelola 
oleh pemerintah kabupaten/kota. 
2. Implikasi dari pengalihan kewenangan pengeloaan SMA/SMK ialah 
beralihnya manajemen pendidikan menengah yang meliputi 
personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen 
kepada pemprov.  Pemprov juga berwenang dalam menetapkan 
kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan menerbitkan izin 
pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat. Dengan 
UU Pemda 2014, kewenangan pemprov menjadi lebih luas dengan 
mengurus sebagian urusan rumah tangga pemerintah 
kabupaten/kota. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran untuk pengembangan hukum pemerintah 
daerah pada umumnya, dan terkhusus pada pengaturan terkait 
kewenangan pengelolaan pendidikan, yaitu 
1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi antara 
UU Pemda 2014 dan UU Sisdiknas dengan melakukan revisi 
terhadap Lampiran UU Pemda 2014 terkait pembagian urusan 
pemerintahan bidang pendidikan. Harmonisasi dilakukan sebagai 
upaya untuk menyelaraskan aturan terkait kewenangan pengelolaan 
pendidikan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 
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pemerintah hendaknya melakukan pengkajian dan penyelarasan 
untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan 
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal 
sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau 
kewenangan. Pemerintah diharapkan selalu berpedoman pada asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
2. Pemerintah hendaknya terkoordinasi dalam penyelenggaraan 
pendidikan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Pemerintah pusat 
dengan kewenangan  dalam menetapkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Pemprov 
menjalankan fungsi koordinasi. Sementara itu, pemerintah 
kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh dalam 
menyelenggarakan urusan rumah tangganya yang di dalamnya 
termasuk penyelenggaraan pendidikan. Apabila masih ada 
kekurangan dalam pengelolaan pendidikan oleh pemerintah 
kabupaten/kota, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah 
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